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ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT 











Program pemberdayaan komunitas adat terpencil merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dilaksanakan untuk 
meningkatkan kesejahteraan komunitas adat melalui pendidikan, kesehatan, dan pengakuan identitas sebagai warga 
negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat 
terpencil suku anak dalam dengan menggunakan elemen kebijakan Chambers sebagai pisau analisis. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta 
menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Penelitian ini 
menggunakan purposive sampling dengan informan yang terdiri atas  Kepala Bidang Dayasos Dinas Sosial, Sakti 
Pekerja Sosial, Pengurus Asrama, Guru, dan Penerima Manfaat, yakni anak-anak dari komunitas suku anak dalam. 
Terungkap bahwa pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil suku anak dalam telah 
dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Namun, pada proses pelaksanaan program terdapat kendala 
pada tahap awal, yakni pada saat melakukan pendekatan dengan komunitas adat, di mana membutuhkan waktu yang 
cukup lama. Selain itu, dari enam elemen ditemukan munculnya satu gap yang menjelaskan bahwa pada elemen 
layanan dan manfaat terdapat kesenjangan yang menimbulkan penyamarataan dalam kurikulum pendidikan serta 
mewajibkan penerima manfaat tinggal di asrama dengan waktu yang telah ditentukan. Tidak dipungkiri bahwa 
program ini memberikan perlindungan kepada komunitas adat terpencil suku anak dalam pada aspek pemenuhan 
hak, seperti hak memperoleh pendidikan, kesehatan, pengakuan identitas, serta kemudahan dalam mengakses 
fasilitas publik.  
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ABSTRACT 
The indigenous community empowerment program is one form of policy implemented to improve the welfare of 
indigenous communities through health and recognition of identity as citizens. This study aims to find out how the 
implementation of the empowerment program for the remote indigenous tribal communities of the Anak Dalam with 
the elements of the Chambers policy as an analysis. The research method used in this study is a descriptive approach 
and uses data collection techniques using study documentation, observation, and interviews. This study used 
purposive sampling with informants consisting of the Head of the Social Service Division of the Social Service, Sakti 
Social Worker, Dormitory Administrators, Teacher,  and Beneficiaries are children from the inner child tribal 
community. It was revealed that the implementation of the empowerment program for the remote tribal indigenous 
community had been carried out properly and in accordance with the objectives. However, in the process of 
implementing the program, there were obstacles in the early stages, when approaching the indigenous community, 
which took quite a long time. In addition, from the six elements, a gap appears which explains that in the service and 
time benefit elements there is an equalization in the education curriculum and requires beneficiaries to live in a 
predetermined dormitory. It is undeniable that this program provides protection to indigenous tribal communities in 
terms of fulfilling rights such as the right to education, health, recognition, and ease of accessing public facilities. 














Istilah marginalisasi dan kemiskinan 
menjadi isu kontemporer yang masih melekat 
dengan komunitas adat yang memicu komunitas 
adat masuk ke dalam kategori kelompok 
masyarakat penyandang masalah kesejahteraan 
sosial. Berdasarkan Permensos Nomor 08 Tahun 
2012, komunitas adat terpencil adalah kelompok 
sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar 
serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan 
pelayanan sosial, ekonomi, dan politik. Berada di 
wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan membuat 
komunitas adat masih  mengalami keterbelakangan 
jika dibandingkan dengan masyarakat umum 
lainnya. Keterpencilan secara geografis yang 
dialami oleh komunitas adat terpencil memberikan 
konsekuensi terbatasanya berbagai akses 
pelayanan sosial, ekonomi, maupun layanan 
lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhannya 
(Suyanto & Mujiyadi, 2015). 
Persoalan keterpencilan dan kemiskinan 
masih menjadi masalah yang kompleks yang 
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling 
berkaitan serta masih menjadi masalah global yang 
tidak hanya dirasakan oleh satu komunitas tertentu 
pada suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari 
berbagai faktor, seperti kualitas pendidikan yang 
rendah, status kesehatan yang masih rendah, 
lingkungan tempat tinggal yang tidak layak huni, 
dan tingkat risiko kelaparan yang cukup tinggi 
(Suradi et al., 2019). Persoalan tersebut masih 
dirasakan oleh komunitas adat terpencil sampai 
saat ini, di mana komunitas tersebut belum 
menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan 
kesehatan, serta kemudahan akses lainnya yang 
tersedia pada kehidupan zaman modern (Sujarwani 
et al., 2018).  
Sebagai warga negara, komunitas adat 
terpencil memiliki hak untuk hidup sejahtera, hak 
memperoleh pelayanan sosial dasar, hak partisipasi 
dalam pembangunan dan hak perlindungan dari 
berbagai kondisi yang menggangu, baik secara 
sosial, budaya, ekonomi, hukum, maupun politik 
(Unayah dan Sabarisman, 2016). Pemerintah pusat 
memiliki tanggung jawab dalam mengatasi 
persoalan yang dialami oleh komunitas adat, salah 
satunya melalui program pemberdayaan komunitas 
adat terpencil. Berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan 
Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil, 
pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil 
dilaksanakan dalam bidang permukiman, 
administrasi kependudukan, kehidupan beragama, 
kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, 
penyediaan akses kesempatan kerja, penyediaan 
akses lahan, advokasi dan bantuan hukum, 
pelayanan sosial, dan lingkungan hidup.  
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara 
sebagai pemangku kepentingan melakukan 
beberapa perumusan kebijakan untuk mengatasi 
persoalan yang dialami oleh Komunitas Adat 
Terpencil Suku Anak Dalam (KAT-SAD). 
Menurut Huraerah (2008:82), pemberdayaan 
berasal dari bahasa Inggris “empowerment” yang 
biasa diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam arti 
pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (power) 
kepada masyarakat yang lemah atau tidak 
beruntung. Pemberdayaan merupakan sebuah 
proses dan tujuan (Suharto, 2014:59).  
Program pemberdayaan komunitas adat 
terpencil merupakan salah satu bentuk kebijakan 
yang dilaksanakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan komunitas adat, salah satunya 
melalui program pendidikan. Program ini termasuk 
dalam program existing yang terintegrasi dengan 
Program PKAT yang dirumuskan oleh 
Kementerian Sosial melalui Direktorat PKAT. 
Upaya yang dilakukan diharapkan dapat mencapai 
hasil yang optimal, yaitu terentaskannya komunitas 
suku anak dalam dari ketertinggalannya dengan 
masyarakat lainnya dan pendidikan diharapkan 
menjadi senjata yang dapat mengatasi 
permasalahan mereka.  
Program PKAT-SAD dengan jenis 
kegiatan, yakni pelayanan kesehatan, pendidikan, 
kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, dan 
keterampilan kecakapan hidup bagi anak-anak 
komunitas suku anak dalam. Strategi penanganan 
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kemiskinan melalui intervensi pentingnya 
pendidikan untuk komunitas adat dipandang 
sebagai langkah awal yang tepat untuk 
pemberdayaan terhadap komunitas tersebut.  
Terdapat beberapa penelitian sebelumnya 
yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, di 
antaranya penelitian yang dilakukan oleh Tristo 
(2018) mengatakan bahwa pemberdayaan menjadi 
solusi untuk mengatasi permasalahan yang 
dihadapi oleh komunitas suku anak dalam, tetapi di 
sisi lain pemberdayaan tidak cukup tanpa 
mengangkat pendidikan dari komunitas tersebut. 
Pemberdayaan pada komunitas adat diyakini 
mampu meningkatkan martabat komunitas adat, 
melalui pendidikan luar sekolah diyakini mampu 
membuat komunitas tersebut menyesuaikan diri 
terhadap perubahan-perubahan lingkungan 
(Hadiyanti, 2009). Beberapa kegiatan yang 
dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
suku anak dalam di Desa Selapik, yaitu sosialisasi, 
penyuluhan, pemberian bantuan sarana dan 
prasarana, dan kegiatan pengabdian masyarakat. 
Namun, masalah finansial masih menjadi masalah 
utama yang menyebabkan anak-anak dari 
komunitas suku anak dalam mengalami putus 
sekolah (Asra et al., 2018). Selain itu, hasil 
penelitian dari Sujarwani et al., (2018) mengatakan 
bahwa pemberdayaan komunitas adat belum 
sepenuhnya mampu memberdayakan komunitas 
tersebut, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, 
seperti pemerintah daerah hanya memberikan 
pendampingan serta pembinaan tanpa dilengkapi 
dengan sarana dan prasana yang menunjang seperti 
sarana prasarana pendidikan, tempat ibadah, dan 
layanan kesehatan.  
Berdasarkan pemaparan di atas maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai analisis program pemberdayaan 
komunitas adat terpencil suku anak dalam di 
Kabupaten Musi Rawas Utara untuk melihat 
bagaimana pelaksanaan Program KAT-SAD 
Kabupaten Musi Rawas Utara dengan 
menggunakan metode analisa elemen kebijakan 
berdasarkan perspektif Chambers. Kebijakan sosial 
berkaitan dengan enam elemen yang terdiri dari 
goals and objectives, forms of benefits amd 
services, eligibility rules, administration and 
services delivery, serta financing and interaction. 
Kebijakan sosial berkaitan dengan enam elemen 
tersebut pada dasarnya menjadi landasan yang 
penting untuk mengimplementasikan suatu 
kebijakan atau program, serta membuat suatu 
penilaian mengenai program yang sudah 
diterapkan (Chambers, 2013). Penelitian ini 
diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan 
sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten 
Musi Rawas Utara selaku leading sector serta 
memberikan sumbangsih pengetahuan mengenai 
komunitas adat terpencil bagi dunia akademisi 
khususnya dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial.  
   
METODE 
Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif, di mana hasil akhir dari penelitian ini 
dijabarkan dengan kata-kata atau kalimat yang 
menunjukan hasil akhir penelitian. Menurut 
Creswell (2014:4) “Qualitative research is an 
approach for exploring and understanding the 
meaning individuals or group ascribe to a social or 
human problem”. Subjek penelitian ditentukan 
dengan cara purposive sampling. Menurut 
Soehartono (2011:63),  puposive sampling atau 
pengambilan sampel berdasarkan tujuan yaitu 
informan yang diambil sebagai anggota sampel 
diserahkan pada pertimbangan data menurut 
peneliti sesuai dengan maksud dan tujuan 
penelitian.  
Perolehan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pengumpulan data, antara 
lain: 1) Studi dokumentasi, pada penelitian ini data 
yang diperoleh melalui dokumentasi berupa foto 
kondisi di lapangan,  sumber internet seperti artikel 
jurnal ilmiah, artikel online sebagai sumber data 
pendukung, dan buku, 2) Studi lapangan, yaitu 
teknik pengumpulan data mengenai kenyataan 
langsung di lapangan, yaitu wawancara dilakukan 
menggunakan instrumen pedoman wawancara 
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dan memanfaatkan tape recorder. Adapun 
informan dalam penelitian ini semua komponen 
yang terlibat dalam program pemberdayaan 
komunitas adat terpencil suku anak dalam, antara 
lain: Kepala Bidang Dayasos Dinas Sosial, Sakti 
Pekerja Sosial, pengurus asrama, guru, dan 
penerima manfaat, yakni anak-anak dari komunitas 
suku anak dalam, 3) Observasi non partisipan, 
yaitu di mana peneliti mencermati, mengamati, dan 
melihat objek yang diteliti dengan pengetahuan, 
tetapi tanpa mengambil bagian secara aktif dalam 
suatu kegiatan dan hanya melakukan pengawasan 
pada situasi tersebut.  
Penelitian dilakukan dengan menggunakan 
persepektif Chambers. Analisis elemen kebijakan 
akan mengevaluasi semua kriteria yang terdaftar 
berkaitan dengan program yang telah 
diimplementasikan untuk mengukur nilai, seperti 
tujuan bersifat konkret, mengevaluasi semua 
kriteria yang terdaftar, bentuk manfaat dan layanan 
tidak hanya dapat dilihat dari satu persepektif, 
evaluasi aturan kelayakan melihat apakah 
kebijakan tersebut menciptakan dampak, seperti 
stigmatisasi, keterasingan, dan lainnya, 
administrasi dan pemberian layanan lebih 
menekankan pada layanan yang diberikan apakah 
mampu menjangkau penerima manfaat, 
pembiayaan berkaitan dengan ketersediaan sumber 
daya material.  
 
HASIL 
Tujuan dan Sasaran (Goals and objectivies) 
Pada konteks ini peneliti menanyakan kepada 
perwakilan Dinas Sosial selaku informan dalam 
penelitian. 
“Program ini memiliki beberapa tujuan, 
yakni: Perlindungan hak sebagai warga 
negara Pemenuhan kebutuhan dasar; 
Integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih 
luas; Kemandirian sebagai warga negara. 
Tujuan tersebut disesuaikan untuk menjawab 
persoalan yang dihadapi oleh KAT-SAD dan 
juga tujuan ini sesuai dengan Peraturan 
Presiden Nomor186 Tahun 2014.” (Informan 
Dinas Sosial, 2021) 
  
“Sasaran Program KAT-SAD, di antaranya: 
Meningkatkan kesejahteraan dalam 
memenuhi kebutuhan dasar; dan 
Meningkatkan jumlah anak  dari komunitas 
adat terpencil suku anak dalam yang 
mengikuti program.” (Informan Dinas Sosial, 
2021) 
 Berdasarkan hasil di atas, terdapat empat 
tujuan utama yang mendasari berjalannya program 
pemberdayaan ini, di mana tujuan yang dimaksud 
sesuai dengan Peraturan Presiden. Selanjutnya, 
berkaitan dengan sasaran, desain program ini 
memiliki sasaran yang jelas yakni meningkatkan 
pemenuhan kebutuhan dasar anak dan 
meningkatnya jumlah anak yang terjaring dalam 
program yang dimaksud.  
 
Bentuk Manfaat atau Layanan yang Diterima 
(Forms of Benefits and Services) 
Hasil temuan wawancara dengan perwakilan 
Dinas Sosial selaku informan dalam penelitian.  
“Manfaat yang diterima oleh anak-anak dari 
suku anak dalam, yakni mereka memperoleh 
hak atas pendidikan, kesehatan, administrasi 
kependudukan, kehidupan beragama, 
memperoleh asupan gizi yang cukup dan 
seimbang, memperoleh fasilitas yang layak.” 
(Informan Dinas Sosial, 2021). 
 
“Selain itu terdapat Asrama Serbaguna SAD 
sebagai bentuk layanan yang diberikan 
kepada anak-anak KAT-SAD. Asrama 
tersebut dibangun dengan tujuan sebagai 
shelter bagi anak-anak SAD yang telah 
memasuki usia sekolah dasar sampai dengan 
sekolah menengah atas sebagai tempat 
kegiatan belajar mengajar baik dalam 
kegiatan formal maupun informal, bimbingan 
keterampilan pertanian, peternakan dan 
kecakapan hidup. Tidak hanya sebagai tempat 
belajar mengajar saja, anak-anak SAD dapat 
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tinggal di asrama tersebut.” (Informan Dinas 
Sosial, 2021). 
 
Peneliti juga menanyakan kepada Sakti 
Peksos selaku  pendamping pelaksanaan program 
kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Musi 
Rawas Utara.  
“Anak-anak SAD juga mendapatkan 
pendampingan oleh pekerja sosial, selain itu 
mereka mendapatkan bantuan pendidikan dan 
kesehatan. Anak-anak mendapatkan bantuan 
pendidikan berupa sekolah gratis dari SD 
sampai dengan SMA dan juga mendapatkan 
kemudahan dalam mengakses kesehatan di 
mana anak-anak mendapatkan kartu 
indonesia sehat dan untuk mengurus itu 
semua anak-anak telah mendapatkan 
advokasi kemudahan dalam pengurusan 
administrasi kependudukan.” (Sakti Peksos 
Kab. Musi Rawas Utara, 2021)  
 
“Pemberdayaan bagi anak SAD selain 
memberikan kemudahan bagi mereka untuk 
mendapatkan kemudahan akses pendidikan 
dengan menempuh pendidikan, namun disisi 
lain mereka juga harus beradaptasi dengan 
sistem kurikulum yang ditawarkan oleh 
sekolah pada umumnya. Hal ini membuat 
mereka harus beradaptasi dan belajar lebih 
giat, apalagi bagi anak-anak yang belum 
pernah duduk dibangku sekolah serta mereka 
harus beradaptasi dengan suasana sekolah.” 
(Guru, 2021) 
 
Kemudian, peneliti juga menanyakan kepada 
pengurus asrama selaku pihak yang diberikan 
amanah untuk menjaga dan mengurus anak-anak 
dari suku anak dalam selama tinggal di asrama.  
“Fasilitas yang diberikan kepada anak-anak 
cukup lengkap dan sangat membantu, seperti 
tempat tinggal yang nyaman, akses yang dekat 
menuju sekolah, serta selama tinggal di 
asrama semua kebutuhan anak-anak 
ditanggung oleh pemerintah mulai dari 
kebutuhan perlengkapan  pendidikan, 
kebutuhan sehari-hari, dan lainnya.” 
(Informan Pengurus Asrama, 2021).  
 
“Beberapa anak yang tinggal di asrama 
masih sulit untuk beradaptasi dengan 
lingkungan baru. Jika hari libur tiba mereka 
ada yang izin pulang ke rumah untuk bertemu 
dengan keluarga dan sebelum masuk hari 
sekolah mereka sudah kembali ke asrama.” 
(Informan Pengurus Asrama, 2021). 
 
Selanjutnya, peneliti juga menanyakan 
manfaat dan layanan kepada anak-anak dari suku 
anak dalam yang terjaring dalam program 
pemberdayaan.  
“Mengikuti program dari pemerintah daerah 
ini membuat kami bisa bersekolah, dan jarak 
ke sekolah itu dekat. Kami juga mendapatkan 
kesempatan untuk tinggal di asrama bersama 
kawan-kawan kami lainnya. Kami tidak perlu 
memikirkan tentang buku, sepatu dan baju 
sekolah karena semuanya sudah diberikan 
dari pemerintah.” (Informan A dari suku anak 
dalam, 2021) 
 
“Kami banyak menyesuaikan diri mengikuti 
program ini, awalnya sulit bagi kami 
mengikuti kegiatan belajar karena beberapa 
dari kami ada yang putus sekolah karena 
bantu orang tua sehingga harus mulai dari 
awal dan banyak sudah lupa dengan materi 
sekolah. Bagi kawan kami yang belum sekolah 
dari dulu juga harus banyak belajar.” 
(Informan B dari suku anak dalam). 
 
Berlandaskan hasil wawancara di atas dengan 
beberapa informan dalam penelitian ini maka 
manfaat dan layanan yang diterima oleh penerima 
manfaat cukup jelas. Namun, kemudahan akses 
layanan yang diperoleh terdapat kendala yang 
dihadapi oleh anak-anak dari komunitas adat yakni 
mereka harus beradaptasi dengan pembelajaran di 
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putus sekolah dan bahkan ada yang belum 
menempuh pendidikan. Selain itu, anak-anak dari 
suku anak dalam tidak hanya mengikuti kegiatan di 
sekolah formal melainkan juga anak-anak ini 
memperoleh fasilitas kegiatan di asrama serbaguna 
SAD.  
 
Penerima Manfaat yang Sesuai (Eligibility 
rules) 
Mengenai hal ini, peneliti menanyakan kepada 
perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Musi 
Rawas Utara.  
“Penerima manfaat dari program ini yaitu 
seluruh anak-anak dari komunitas suku anak 
dalam dengan kriteria: 1) Suku Anak Dalam 
yang sulit mendapatkan akses pendidikan, 
kesehatan, dan akses pelayanan sosial dasar; 
2). Suku Anak Dalam yang memiliki anak usia 
sekolah, mulai dari usia 6 tahun hingga 18 
tahun; 3) Anak SAD yang mengalami putus 
sekolah dan tidak pernah menempuh 
pendidikan sebelumnya.” (Informan Dinas 
Sosial, 2021) 
 
“Anak-anak yang terjaring dalam program 
ini semua dari komunitas suku anak dalam 
yang ada di lima kecamatan Kabupaten Musi 
Rawas Utara, yang paling banyak anak yang 
berusia sekolah SD dan SMP.” (Informan 
pengurus asrama, 2021) 
  
 Merujuk pada hasil wawancara di atas dapat 
disimpulkan bahwa penerima manfaat dari 
program ini adalah seluruh anak-anak dari 
komunitas adat terpencil yang berada di wilayah 
Kabupaten Musi Rawas Utara dengan beberapa 
kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.  
 
Administrasi dan Pemberian Layanan 
(Administration and Services Delivery) 
Mengenai konteks ini, peneliti menanyakan 
kepada pihak perwakilan Dinas Sosial Kabupaten 
Musi Rawas Utara.  
“Sebelum program ini diimplementasikan, 
telah banyak melewati berbagai proses salah 
satunya pendekatan dengan ketua adat dan 
orang tua dari calon penerima manfaat. 
Proses paling lama itu pendekatan dengan 
komunitas adat dan juga akses tempuh yang 
cukup jauh. Selain itu administrasi banyak 
dibantu oleh disdukcapil dalam perlengkapan 
dokumen kependudukan.” (Informan Dinas 
Sosial, 2021) 
 
“Tentunya pihak yang terlibat dalam 
keberlangsungan program pemberdayaan 
komunitas adat terpencil suku anak dalam ini, 
yaitu Dinas Sosial sendiri sebagai leading 
sector, kemudian ada Dinas Pendidikan, Dinas 
Kesehatan, RSUD Rupit, Disdukcapil, dan 
tentunya juga melibatkan Sakti Peksos dan 
Pengurus Asrama.”  (Informan Dinas Sosial, 
2021) 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah 
dipaparkan maka dapat disimpulkan yaitu 
program pemberdayaan komunitas adat 
terpencil ini telah banyak melalui berbagai 
proses agar dapat diimplementasikan, tentunya 
dalam proses yang yang panjang tersebut tidak 
lepas dari adanya kendala yang muncul. Selain 
itu, program ini juga didukung oleh lintas 
sektor agar dapat berjalan sesuai dengan 
rencana yang telah ditentukan sebelumnya dan 
lintas sektor yang dimaksud menjadi bagian 
penting dalam menjalankan program 
pemberdayaan komunitas adat terpencil suku 
anak dalam.  
 
Metode Pembiayaan (Financing) 
Peneliti menanyakan hal ini kepada 
perwakilan dari Dinas Sosial selaku leading sector 
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 
program.  
“Sumber pendanaan dalam program 
pemberdayaan komunitas adat terpencil 
menggunakan dana APBD Kabupaten Musi 
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Rawas Utara. Dana tersebut digunakan untuk 
pembiayaan 1). Kegiatan program; 2). 
Belanja langsung terdiri dari, program 
pelayanan administrasi perkantoran, 
program pengembangan sarana dan prasana 
asrama, 3). monitoring, evaluasi dan 
pelaporan Program PKAT-SAD. Sumber 
dana lainnya didapatkan dari sumbangan 
CSR perusahaan yang memberikan bantuan 
stimulan untuk keberlangsungan program, 
seperti memberikan bantuan untuk 
keperluang perlengkapan sekolah, 
perpustakaan di Asrama SAD, dan kendaraan 
operasional asrama SAD” (Informan Dinas 
Sosial). 
 
 Sumber pendanaan program tidak hanya 
berasal dari dana daerah, melainkan terdapat dana 
bantuan dari perusahaan. Namun dana CSR 
diberikan hanya dalam waktu yang singkat.  
 
Interaksi (Interaction) 
Terdapat keterhubungan dengan program 
sebelumnya, peneliti menanyakan kepada 
perwakilan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten 
Musi Rawas Utara.  
“Program PKAT-SAD di Kabupaten Musi 
Rawas Utara memiliki bidang garapan yang 
serupa dengan Program PKAT Kementerian 
Sosial, serta memiliki empat pilar tujuan 
pemberdayaan sosial yang tertuang dalam 
Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 186 Tahun 2014.” (Informan Dinas 
Sosial). 
 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat 
interaksi antara kebijakan elemen dengan program 
lainnya yakni program pemberdayaan komunitas 
adat di bawah Kementerian Sosial. Pada program 
pemberdayaan ini penerapannya lebih mudah 
karena telah ada program sebelumnya yang sudah 
berjalan dan juga kedua program memiliki tujuan 
yang sama sesuai dengan peraturan presiden 
mengenai komunitas adat tepencil.  
PEMBAHASAN 
 Hasil penelitian menjawab pertanyaan 
peneliti mengenai bagaimana pelaksaan program 
pemberdayaan komunitas adat terpencil suku anak 
dalam. Menurut Chambers, (2013:33) enam 
elemen pada kebijakan dapat membentuk suatu 
landasan dari setiap kebijakan dan program. 
Adapun keenam elemen kebijakan tersebut, yaitu: 
tujuan dan sasaran, bentuk manfaat atau layanan; 
aturan hak (kelayakan), struktur administrasi atau 
organisasi untuk pemberian layanan; metode 
pembiayaan; dan interaksi dia ntara elemen-elemen 
sebelumnya. Chambers berpendapat bahwa 
kebijakan sosial berkaitan dengan elemen tersebut 
karena pada dasarnya elemen yang dimaksud 
adalah dasar di mana suatu kebijakan dan program 
sosial dapat berjalan secara efisien, efektif, dan 
tanpa terdapat kendala.  
Pemberdayaan merujuk pada kemampuan 
orang, khususnya kelompok rentan dan lemah 
sehingga mereka memiliki kekuatan atau 
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. 
Pemberdayaan diharapkan menjadi suatu proses 
yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan 
kemampuan dan kemandirian komunitas adat 
dalam memperbaiki kualitas hidup mereka, upaya 
yang dapat dilakukan yakni dengan 
membangkitkan keberdayaan mereka untuk 
memperbaiki kehidupannya melalui kekuatan diri 
mereka sendiri.  
Mengenai tujuan dan sasaran program 
pemberdayaan komunitas adat terpencil suku anak 
dalam telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan 
oleh penerima manfaat atau sasaran dari kebijakan. 
Sebagai warga negara KAT harus dilindungi dan 
begitu juga dengan pemenuhan haknya. 
Implementasi program telah sesuai dengan sasaran 
program, dimana terdapat peningkatan jumlah 
anak dari tahun 2019 yang terjaring sebagai 
penerima manfaat dari program ini.  
Program ini memberikan manfaat dan 
layanan nyata  kepada penerima manfaat dalam 
bentuk barang dan komoditas material (material 
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Adapun bantuan barang tersebut meliputi pakaian, 
alat dan perlengkapan sekolah, seragam sekolah, 
perlengkapan ibadah, perlengkapan mandi, dan 
lainnya. Selain itu, terdapat layanan lainnya, 
sebagai berikut: 
1. Pendidikan: Penerima manfaat memperoleh 
kesempatan untuk mengikuti ujian kesetaraan 
dengan bimbingan dari PKBM; memperoleh 
layanan pendidikan secara gratis; dan 
memperoleh KIP (Kartu Indonesia Pintar), 
agar mereka mendapatkan kemudahan dalam 
mengakses layanan pendidikan hingga 
menamatkan pendidikannya.  
2. Kesehatan: Memperoleh KIS (Kartu 
Indonesia Sehat), kartu tersebut diberikan 
untuk membantu mereka memperoleh layanan 
kesehatan gratis di fasilitas kesehatan seperti 
puskesmas, klinik, dan rumah sakit daerah.  
3. Administrasi kependudukan: mendapatkan 
advokasi untuk status kependudukan, seperti 
mendapatkan akta kelahiran, kartu keluarga, 
dan KTP.  
4. Kehidupan beragama: Mereka mendapatkan 
kegiatan keagamaan, sesuai dengan 
kepercayaan yang dianut, seperti kegiatan 
pengajian, dan kegiatan kerohanian.  
5. Memperoleh asupan gizi yang cukup dan 
seimbang, yaitu terpenuhinya makanan 4 
sehat 5 sempurna untuk membantu 
meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak.  
6. Memperoleh fasilitas tempat tinggal yang 
layak. Asrama tersebut dibangun dengan 
tujuan sebagai shelter bagi anak-anak SAD 
yang telah memasuki usia Sekolah Dasar (SD) 
sampai dengan Sekolah Menengah Atas 
(SMA), menjadi tempat kegiatan belajar 
mengajar baik dalam kegiatan formal maupun 
informal, bimbingan keterampilan pertanian, 
peternakan, dan kecakapan hidup. Tidak 
hanya sebagai tempat belajar mengajar saja, 
anak-anak SAD dapat tinggal di asrama 
tersebut.  
 
 Bentuk manfaat dan layanan ini diterima oleh 
seluruh anak-anak SAD yang terjaring dalam 
program ini. Anak-anak dari komunitas adat yang 
mengikuti program pemberdayaan ini harus 
menetap di asrama serbaguna SAD dengan waktu 
yang telah ditentutkan, yakni sampai mereka 
menyelesaikan pendidikannya dan bekerja. 
Kemudian, elemen ini didesain untuk dapat 
menghilangkan hambatan sosial yang selama ini 
menyulitkan mereka dalam memenuhi 
kebutuhannya. Namun, terkait dengan layanan 
pendidikan yang diterima oleh mereka 
menimbulkan gap. Hal ini dasarkan oleh  sistem 
kurikulum pendidikan yang diseragamkan 
membuat mereka harus mampu beradaptasi dengan 
proses pembelajaran. Layanan pendidikan untuk 
SAD seharusnya dibedakan dan menyesuaikan 
kondisi mereka sehingga adanya pendidikan bagi 
SAD dapat melengkapi pengetahuan mereka tanpa 
meninggalkan unsur kearifan lokal. 
 Kemudian, jika melihat aturan penerima 
manfaat maka pada pelaksanaan program tidak ada 
permasalahan terkait hal ini. Penerima manfaat 
telah disesuaikan dengan kondisi mereka yang 
memang harus mendapatkan bantuan berupa 
program pemberdayaan sosial dalam bidang 
pendidikan. Alasan tersebut menjadi dasar tolak 
ukur pemerintah daerah karena adanya kerentanan 
yang dialami oleh masyarakat SAD maupun anak-
anaknya, di mana mereka sering mengalami 
pelabelan dari masyarakat non SAD yang 
menganggap mereka tidak bisa berbaur dan 
menerima perubahan, marginalisasi, serta mereka 
sering mengalami penipuan dari pihak luar. Aturan 
kelayakan diharapkan dapat menghilangkan 
kerentanan yang sering dihadapi oleh mereka serta 
memudahkan mereka untuk mengajukan diri 
sebagai sasaran penerima manfaat program. 
Program ini memberikan nilai kesetaraan bagi 
penerima manfaat dengan masyarakat non suku 
anak dalam untuk meningkatkan kualitas 
hidupnya. 
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 Adapun pihak yang terlibat dalam 
keberlangsungan Program Pemberdayaan 
Komunitas Adat Terpencil, sebagai berikut:  
a. Dinas Sosial, menjadi leading sector untuk 
melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan program pemberdayaan 
KAT sesuai dengan kewenangannya. Dinas 
sosial mempunyai tugas untuk melaksanakan 
penanganan masalah sosial termasuk 
pemenuhan kebutuhan dasar bagi KAT-SAD 
yang tinggal di Mess Serbaguna SAD, baik 
berupa sandang, pangan, dan papan.  
b. Dinas Pendidikan, mempunyai tugas untuk 
melaksanakan penanganan masalah 
pendidikan, yakni memberikan fasilitas 
berupa tenaga pengajar, buku-buku 
penunjang, dan sarana lainnya yang 
mendukung.  
c. Dinas Kesehatan, mempunyai tugas untuk 
melaksanakan penanganan masalah 
kesehatan, yakni pelayanan dalam pengusulan 
Kartu Indonesi Sehat, pencegahan penyakit, 
pemberian vitamin, dan obat-obatan bagi 
KAT yang berada di Mess Serbaguna SAD. 
d. RUSD Rupit, memiliki tugas melaksanakan 
penanganan masalah kesehatan, baik dalam 
bentuk pelayanan kesehatan, pengobatan 
rawat inap maupun rawat jalan bagi KAT 
yang ada di Mess Serbaguna SAD.  
e. Disdukcapil, menjadi stakeholder yang 
bertugas melaksanakan penanganan dibidang 
kependudukan, baik dalam pembuatan akte 
kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda 
penduduk, dan identitas lainnya.  
f. Sakti Peksos dan Pengurus Asrama. Sakti 
peksos mempunyai tugas untuk melakukan 
pendampingan terhadap anak KAT-SAD yang 
berada di Asrama Serbaguna, serta menjadi 
guru (tutor) yang mengajar di Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM), sedangkan 
pengurus asrama, mendampingi dan 
mengkoordinasi segala kegiatan anak SAD di 
Asrama Serbaguna SAD.  
 Pada aspek layanan melibatkan berbagai 
Sumber Daya Manusia dari berbagai latar 
belakang, hal ini dapat dilihat dari berbagai instansi 
yang tergabung dalam pelaksanaan program. 
Keterlibatan dari berbagai pihak diharapkan 
mampu mendorong keberlangsungan pelaksanaan 
program sesuai dengan tugas dan fungsi pokok 
intansi yang terlibat.  
Selanjutnya, sumber pembiayaan berasal 
dari alokasi pendapatan pajak daerah. Serta tidak 
ditemukan permasalahan terkait dengan metode 
pembiayaan program, hal ini berdasarkan bahwa 
sistem metode pembiayaan Program PKAT-SAD 
yang dikelola dengan bijak dapat mendukung 
penuh segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan 
sehingga program yang dimaksud dapat 
dilanjutkan dan dikembangkan menjadi program 
jangka panjang yang dapat mengatasi 
permasalahan yang dialami oleh komunitas SAD. 
Pada penerapannya, program PKAT-SAD 
akan lebih optimal karena program ini merupakan 
salah satu program existing dari pemerintah pusat 
yang dikelolah langsung oleh Kementerian Sosial 
melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat 
Terpencil. Namun, hal yang membedakan, yaitu 
diketahui dari karakteristik penerima manfaat. 
Penerima manfaat program ini lebih menyasar 
kepada anak-anak usia sekolah dengan bidang 
program pendidikan, sedangkan program 
Kementerian Sosial menyasar seluruh komponen 
komunitas adat terpencil serta tidak berfokus  
hanya pada satu bidang.  
Program pemberdayaan komunitas adat 
terpencil suku anak dalam memberikan 
perlindungan terhadap komunitas adat berlaku 
untuk semua masyarakat SAD yang berada di 
Kabupaten Musi Rawas Utara. Program ini 
dirancang  agar  kelompok SAD tidak mengalami 
diskriminasi dari masyarakat luar SAD yang 
melabeli komunitas ini. Selain itu, program ini 
memberikan kesempatan kepada seluruh anak-
anak SAD agar memperoleh kemudahan dalam 
mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan 
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upaya pemerintah dalam menjunjung tinggi nilai 
kesetaraan hak masyarakat adat sebagai warga 
negara untuk mendapatkan layanan dan 
perlindungan sosial yang memadai serta 
memberikan kesempatan bagi komunitas adat 
khususnya anak-anak untuk berdaya dan mampu 
berpartisipasi dalam proses pembangunan.  
Di sisi lain program yang dimaksud 
memberikan pemenuhan hak bagi anak dari suku 
anak dalam yang terjaring sebagai penerima 
manfaat, tetapi terdapat gap yang muncul antara 
satu elemen, yakni berkaitan dengan elemen 
bentuk manfaat dan layanan, khususnya mengenai 
pelayanan pendidikan dan sistem tempat tinggal 
anak selama mengikuti program. Pada layanan 
pendidikan ditemukan bahwa terdapat 
penyeragaman sistem kurikulum pendidikan antara 
anak-anak dari komunitas SAD dengan non SAD. 
Kurikulum tersebut disesuaikan dengan tempat 
sekolah di mana penerima manfaat menempuh 
pendidikan.  
Mengenai tempat tinggal, selama 
mengikuti program pemberdayaan anak-anak dari 
komunitas SAD diwajibkan untuk menempati 
asrama yang telah disediakan oleh pemerintah, hal 
ini memiliki tujuan agar penerima manfaat tidak 
mengalami kesulitan jarak tempuh dari rumah 
menuju sekolah mengingat jarak yang cukup jauh. 
Akan tetapi, jika ditelaah kembali kegiatan ini 
menyebabkan nilai lainnya menjadi terpinggirkan. 
Nilai tersebut berhubungan dengan hak 
berpartisipasi dan berkumpul dengan keluarga 
karena mereka harus menetap di asrama, artinya 
kondisi ini menyebabkan terjadinya  penurunan 
nilai liberty (kebebasan). Dengan kondisi ini, pada 
dasarnya anak-anak harus selalu dekat dengan 
orang tua dan keluarga.  
Di sisi lain, terdapat nilai yang 
terpinggirkan, tetapi juga terdapat nilai yang 
diuntungkan, seperti halnya anak-anak dari 
komunitas SAD memperoleh pendidikan, 
kesehatan, dan adminitrasi kependudukan sehingga 
membuat mereka mendapatkan kebebasan, yakni 
kebebasan dari sisi ilmu pengetahuan serta potensi 
akan masa depan bagi komunitas adat dalam 




 Program pemberdayaan komunitas adat 
terpencil suku anak dalam telah dilaksanakan 
dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Selama 
proses pelaksanaan program terdapat kendala pada 
saat tahap asesmen, yakni melakukan pendekatan 
dengan komunitas adat, tahap ini membutuhkan 
waktu yang cukup lama. Selain itu, program ini 
memberikan perlindungan kepada komunitas adat 
juga memberikan pemenuhan hak bagi mereka. 
 Berdasarkan analisa pendekatan 
Chambers, ditemukan bahwa satu dari enam 
elemen terdapat kesenjangan yang muncul. Hal ini 
berkaitan dengan elemen layanan dan manfaat 
yang diterima oleh penerima manfaat. Elemen 
tersebut berhubungan dengan terjadinya 
penyamarataan kurikulum layanan pendidikan 
serta fasilitas tempat tinggal yang mewajibkan 
penerima manfaat untuk tinggal di asrama di mana 
situasi tersebut tidak sesuai dengan Konvensi Hak 
Anak yang menjelaskan bahwa anak harus berada 
dekat dengan orang tua. Terkait penilaian elemen 
lainnya telah memenuhi sasaran dari kebijakan.  
 Berikut beberapa rekomendasi 
berdasarkan analisa yang telah dilakukan yaitu 
untuk mengurangi gap pada elemen bentuk 
manfaat dan layanan di bidang pendidikan, adapun 
rekomendasi yang yang disarankan, yaitu: 1) 
Membuat program merdeka belajar bagi komunitas 
suku anak dalam, yakni metode pembelajaran atau 
sistem kurikulum yang dapat disesuaikan dengan 
kondisi mereka dengan didasarkan pada kebutuhan 
komunitas adat. Pada dasarnya, kondisi ini 
memang tidak mudah diimplementasikan tentunya 
terdapat tantangan mengingat persebaran mereka 
yang berpindah tempat serta dibutuhkan tenaga 
pengajar khusus untuk dapat memberikan pelajaran 
yang sesuai dengan kondisi anak-anak rimba.  
Namun, jika terjalin kerjasama antar elemen yang 
terlibat dan dukungan dari semua pihak maka 
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program yang disarankan dapat berjalan sesuai 
rencana, 2) Melakukan inovasi program 
pemberdayaan bagi anak-anak dari komunitas adat 
terpencil, di mana anak-anak tersebut tetap bisa 
mengikuti program pemberdayaan tanpa harus 
meninggalkan lingkungan sosialnya agar anak 
tetap mendapatkan afeksi  dan pengawasan 
langsung dari orang tuanya.  
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